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Abstrak

Penelitian ini menyoroti peran sentral Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan fokus pada tantangan akses,
partisipasi, dan perlindungan. Dinas Koperasi memiliki peran krusial dalam
merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung UMKM, dan evaluasi
kebijakan Dinas Koperasi terhadap prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara
(HAN) menjadi penting. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
metode deskriptif dan melibatkan peneliti dalam pengamatan langsung di lapangan.
Program-program Diskop UMKM Kabupaten Semarang, seperti Pendidikan dan
Latihan Perkoprasian, Pemberdayaan UMKM, Pengembangan UMKM, Perencanaan
dan Pembangunan Industri, Pengendalian Izin Usaha Industri, dan Pengelolaan
Sistem Informasi Industri Nasional, dijalankan untuk memenuhi prinsip-prinsip
HAN. Meskipun Diskop UMKM memiliki peran penting, keterbatasan dalam
membuat kebijakan di tingkat dinas perlu diatasi. Evaluasi program-program ini
diperlukan untuk memastikan ketaatan terhadap prinsip-prinsip HAN, terutama
dalam aspek akses, partisipasi, dan perlindungan UMKM. Evaluasi ini
mencerminkan komitmen Dinas Koperasi dalam mendukung pertumbuhan UMKM
dan menekankan hubungan positif antara partisipasi dan keterlibatan pemilik
UMKM dengan implementasi kebijakan oleh Dinas Koperasi. Enam rekomendasi
utama yang dihasilkan dari evaluasi ini melibatkan pengoptimalan aspek HAN
dalam program, penguatan peran Diskop UMKM, optimalkan program
pemberdayaan, peningkatan proaktif dalam pemantauan dan pelaporan,
pengembangan pendidikan dan informasi, serta evaluasi terus-menerus untuk
mendukung perbaikan berkelanjutan.

Kata kunci: Dinas Koprasi, UMKM, Prinsip-Prinsip HAN.

Abstract
This study highlights the central role of Micro, Small, and Medium Enterprises
(MSMEs) in the economic growth of Indonesia, focusing on challenges related to
access, participation, and protection. The Cooperative Office (Dinas Koperasi) plays a
crucial role in formulating and implementing policies supporting MSMEs, and the
evaluation of its policies based on the principles of Administrative Law (HAN) is
essential. The research adopts a qualitative approach with a descriptive method,
involving direct field observations by the researcher. Programs run by Diskop UMKM
Kabupaten Semarang, such as Cooperative Education and Training, Empowerment of
MSMEs, MSME Development, Planning and Industrial Development, Business License
Control, and National Industrial Information System Management, are executed to
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adhere to HAN principles. Despite the significant role of Diskop UMKM, limitations in
policymaking at the departmental level need to be overcome. Evaluation of these
programs is necessary to ensure compliance with HAN principles, especially in the
aspects of access, participation, and protection for MSMEs. This evaluation reflects the
commitment of the Cooperative Office to support MSME growth and emphasizes the
positive relationship between the participation and involvement of MSME owners and
the implementation of policies by the Cooperative Office. The six main
recommendations resulting from this evaluation involve optimizing HAN aspects in
programs, strengthening the role of Diskop UMKM, optimizing empowerment
programs, enhancing proactive monitoring and reporting, developing education and
information, and continuous evaluation to support sustainable improvements.
Keywords: Cooperatif Office, Small and Medium Enterprise, Prinsiples of State
Atministratif Law

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran sentral dalam
pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam konteks Indonesia, UMKM menjadi
tulang punggung ekonomi nasional yang berkontribusi signifikan terhadap
penciptaan lapangan kerja, pemerataan distribusi ekonomi, serta memicu inovasi
dan kreativitas di berbagai sektor. Namun, sektor UMKM masih dihadapkan pada
tantangan-tantangan yang memerlukan perhatian serius, terutama terkait akses,
partisipasi, dan perlindungan. Oleh karena itu, peran Dinas Koperasi sebagai
lembaga pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait
UMKM menjadi semakin krusial.

Dalam upaya mendukung dan memperkuat peran UMKM, Dinas Koperasi
memiliki tanggung jawab signifikan dalam merumuskan kebijakan yang
mendukung perkembangan sektor UMKM. Evaluasi terhadap kebijakan yang
diterapkan oleh Dinas Koperasi menjadi esensial untuk memastikan kesesuaian dan
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam
mendukung perkembangan UMKM. Prinsip-prinsip ini melibatkan aspek kejelasan
tujuan kebijakan, proporsionalitas dalam pengambilan keputusan, partisipasi
publik, dan perlindungan hukum bagi para pelaku UMKM.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mengevaluasi sejauh
mana kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip
HAN yang telah diatur secara legal maupun moral dalam menjalankan fungsinya.
Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dan
diterapkan tidak hanya sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi juga memberikan
dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM.

Prinsip-prinsip HAN, seperti Kkepastian hukum, proporsionalitas,
akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak individu, memiliki relevansi yang tinggi
dalam konteks kebijakan yang berkaitan dengan UMKM. Kejelasan dalam aturan,
keterbukaan dalam proses kebijakan, serta penerapan hukum yang proporsional
menjadi aspek kritis dalam mengevaluasi kepatuhan Dinas Koperasi terhadap
prinsip-prinsip HAN. Akses yang merata terhadap bantuan, pembiayaan, dan
pelatihan merupakan faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan UMKM.
Sementara itu, partisipasi UMKM dalam proses kebijakan memastikan kebijakan
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yang dihasilkan benar-benar mewakili kebutuhan dan aspirasi sektor UMKM.
Perlindungan hukum yang adekuat juga menjadi keharusan untuk melindungi hak-
hak UMKM dan mencegah kesenjangan serta ketidak adilan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang
kepatuhan kebijakan Dinas Koperasi terhadap prinsip-prinsip HAN dalam
mendukung UMKM. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini mampu
memberikan Kkontribusi dalam mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan
kebijakan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di
masa mendatang. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan penting dalam
upaya peningkatan kualitas kebijakan yang mendukung UMKM, yang pada akhirnya
akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan
kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif
dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini termasuk dalam
kategori penelitian empiris lapangan, yang mana peneliti akan langsung terlibat
dalam pengamatan di lapangan untuk menyelidiki fenomena yang menjadi fokus
penelitian. Dalam konteks penelitian lapangan, peneliti juga akan secara rinci
memahami situasi, kondisi, latar belakang, serta interaksi yang terjadi, baik di
tingkat individu maupun kelompok. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini
melibatkan penggunaan data primer dan sekunder. Data primer merujuk pada
informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti sendiri guna
menjawab pertanyaan penelitian dengan fokus tertentu. Data primer pada
penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung yang dilakukan oleh
peneliti sendiri. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari
catatan yang tersedia di dinas terkait dan sumber lainnya. Dalam konteks
penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber seperti buku,
artikel, situs web, dan sebagainya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Dan Program Yang Diterapkan Oleh Dinas Koperasi Dalam

Mendukung UMKM Dengan Memenuhi Prinsip-Prinsip HAN
Kebijakan dan program yang diterapkan oleh Dinas Koperasi dalam
mendukung UMKM yang telah memenubhi prinsip-prinsip Hukum Administrasi
Negara (HAN) Menghadapi dinamika perekonomian yang semakin kompleks,
peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sangat penting
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial di suatu negara.
Di tengah tantangan ini, Dinas Koperasi memiliki peran strategis dalam
merancang kebijakan dan program yang dapat memberdayakan serta
melindungi UMKM. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh
terhadap kebijakan dan program yang telah diimplementasikan oleh Dinas
Koperasi. Evaluasi yang berfokuskan pada pemenuhan prinsip-prinsip Hukum
Administrasi Negara (HAN), terutama dalam aspek akses, partisipasi, dan
perlindungan UMKM. Evaluasi terhadap kebijakan dan program yang
diterapkan oleh Dinas Koperasi dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan
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Menengah (UMKM) merupakan aspek krusial dalam menilai sejauh mana
ketaatan terhadap prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara (HAN)
tercapai.

Peran Diskop UMKM guna mewujudkan prinsip-prinsip Hukum
Administrasi Negara untuk membantu UMKM dalam hal akses, partisipasi dan
perlindungan memiliki beberapa program kerja. Program-program yang
dibuat perlu mempeehatikan dari segi aspek HAN dan anggaran yang tersedia.
Diskop memiliki peran yang sangat penting untuk memajukan UMKM di
daerahnya, dalam hal ini yaitu Diskop UMKM di Kabupaten Semarang. Namun,
program-program di Diskop UMKM memiliki keterbatasan dalamembuat
kebijakan karena Diskop UMKM kabupaten merupakan komponen Dinas
terendah di tingkatnya. Terdapat bebeeapa program dari Diskop UMKM
Kabupaten Semarang, diantaranya:

A. Program Pendidikan dan Latihan Perkoprasian
Dalam program pendidikan dan latihan perkoprasian ini, Diskop UMKM
Kabupaten Semarang memiliki kegiatan Peningkatan Pemahaman dan
Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha
Mikro. Sebagaimana nama dari kegiatan tersebut, kegiatan ini bertujuan
untuk meningkatkan kualitas masyarakat di Kabupaten Semarang.
Meningkatkan kualitas dari segi pemahaman dan pengetahuan mengenai
usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi guna meningkatkan SDM
pengusaha mikro. Kegiatan yang dilakukan di lapangan yaitu dengan
mengadakan pelatihan di Kabupaten Semarang terhadapa pengusaha
mikro.

B. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro
(UMKM)
Dalam program pemberdayaan UMKM, Dinas Koperasi Kabupaten
Semarang memiliki beberapa kegiatan. Dinas Koperasi Kabupaten
Semarang memiliki kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha
Mikro dengan cara melakukan pelatihan kewirausahaan. Kemudian, ada
kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro dengan
memfasilitasi kemitraan. Kemudian Kkegiatan Fasilitasi Kemudahan
Perizinan Usaha Mikro Program ini adalah kebijakan Dinas Koperasi UMKM
Kabupaten Semarang dalam hal membantu dan memudahkan akses untuk
mendukung UMKM di daerahnya. Kegiatan yang menunjang hal tersebut,
Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Semarang melakukan sosialisai dan
fasilitasi halal juga sosialisasi dan fasilitasi HKI. Kemudian
terdapat kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan
Pengembangan Usaha Mikro dengan melakukan pelatihan E-Commerce
sebagai wujud berpartisipasi dalam meningkatkan penghasilan UMKM di
daerah Kabupaten Semarang, juga terdapat kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam Pemberdayaan
Usaha Mikro dengan cara Sosialisasi tentang Kemudahan Pelindungan dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai
bentuk forum dengan para pelaku umkm untuk memberikan saran dan
kebijakan dalam perencanaan kebijakan.
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C. Program Pengembangan UMKM
Program ini merupakan kebijakan Dinas Koperasi dalam berpartisipasi
membantu umkm dalam meningkatkan penghasilan. Kegiatan yang
dilakukan yaitu Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam
Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM, serta Desain
dan Teknologi dengan cara mengadakan acara Kabupaten Semarang Expo,
pameran tingkat provinsi, pameran tingkat nasional, Pengelolaan Gedung
Produksi Kopi, dan juga Pengelolaan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).

D. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Dalam program ini Dinas Koperasi Kabupaten Semarang memiliki beberapa
kegiatan, diantaranya mengadakan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaaan Pembangunan Sumber Daya Industri dengan cara melakukan
pelatihan membuat batik dan pelatihan membuat kemasan. Kemudian
terdapat kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dengan cara mengadakan
Pelatihan tingkat 1 dan 2 Pengembangan Kompetensi IKM Aneka Usaha
Berbasis Teknologi Digiital. Juga terdapat kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta
Masyarakat dengan mengadakan kegiatan yang sangat kompleks guna
mensukseskan kegiatan ini.

E. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
Program ini merupakan kebijakan Dinas Koperasi dalam memberikan
perlindungan kepada pelaku UMKM. Kegiatan yang dilakukan adalah
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI dengan cara melakukan
Koordinasi Pemenuhan Komitmen Izin usaha/sertifikat standar dalam OSS
untuk kegiatan industri.

F. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Kegiatan yang dilakukan adalah dengan mem-Fasilitasi Pengumpulan,
Pengolahan dan Analisis data Industri, Kawasan Industri serta Data Lain
Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional
(SIINas) dengan cara sosialisasi SIINAS.

Program-program tersebut merupakan program kerja yang ada dan
dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Semarang. Tentu
program-program tersebut memperhatikan prinsip-prinsip Hukum
Administrasi Negara. Prinsip HAN dari segi legalitas yang membuat program
kerja dan pelaksanaannya sesuai dengan undang-undang yang ada. Prinsip
HAN mengenai keadilan dan kesetaraan juga diperhatikan. Menurut Nisa salah
satu dari perwakilan Dinas Koperasi Kabupaten Semarang mengatakan dalam
wawancara yang telah kami lakukan di Diskop UMKM Kabupaten Semarang,
bahwa Dinas Koperasi UMKM kabupaten Semarang selalu memperhitungkan
proporsionalitas sesuai dengan tujuan dan tidak melebihi kebutuhan yang
diperlukan. Juga dari aspek keadilan dan kesetaraan, perlindungan Hak Asasi
manusia, keterbukaan dan transparansi, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas
dan kebebasan birokrasi.
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2. Partisipasi Dan Keterlibatan Pemilik UMKM Dalam Perencanaan,
Pelaksanaan, Dan Evaluasi Kebijakan Yang DIterapkan Oleh Dinas
Koperasi.

Partisipasi dari para pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) dalam tahap perencanaan Kkebijakan berperan penting dalam
menggambarkan sejauh mana kebutuhan dan harapan mereka tercermin
dalam kebijakan yang dihasilkan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa
pelaksanaan forum dialog dan konsultasi antara Dinas Koperasi dan pemilik
UMKM dapat meningkatkan partisipasi secara aktif. Walaupun begitu, upaya
lebih lanjut diperlukan untuk memastikan representasi yang adil dan merata
dari berbagai sektor UMKM, sehingga keadilan distributif dapat terjamin
secara lebih baik. Selain partisipasi dari para pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM), Keterlibatan para pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) dalam fase implementasi kebijakan memiliki peranan
krusial dalam menjamin keberhasilan dan penerimaan kebijakan di level
praktis. Hasil evaluasi mencerminkan bahwa partisipasi aktif pemilik UMKM
dalam pelaksanaan mampu meningkatkan kelangsungan kebijakan.
Pemahaman yang lebih dalam terhadap tantangan yang dihadapi oleh UMKM
dapat memastikan penyesuaian kebijakan secara tepat waktu. Meskipun
demikian,keterlibatan yang lebih proaktif dalam pemantauan dan pelaporan
implementasi perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan hasil kebijakan.

Para pengusaha UMKM sudah seharusnya berpartisipasi dan terlibat
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang diterapkan oleh
dinas koperasi. Terdapat beberapa hal penting yang mendasari pentingnya
para pelaku usaha untuk terlibat, diantaranya:

a. Perencanaan Kebijakan:
Partisipasi pemilik UMKM dalam tahap perencanaan kebijakan memastikan
bahwa berbagai perspektif dan kebutuhan dari sektor UMKM tercermin
dalam setiap kebijakan yang dibuat. Hal ini membantu mewujudkan
kebijakan yang lebih relevan, responsif, dan dapat mendukung
pertumbuhan bisnis UMKM.

b. Pelaksanaan Kebijakan:
Keterlibatan aktif pemilik UMKM selama fase pelaksanaan kebijakan
memiliki dampak langsung pada efektivitas dan penerimaan kebijakan di
tingkat praktis. Keterlibatan mereka memastikan bahwa kebijakan dapat
diimplementasikan dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan
tantangan yang dihadapi oleh UMKM.

c. Evaluasi Kebijakan:
Partisipasi dan keterlibatan UMKM dalam evaluasi kebijakan memberikan
pandangan yang sangat berharga terhadap dampak kebijakan tersebut
terhadap kelangsungan usaha. Umpan balik yang diberikan oleh pemilik
UMKM membantu mengidentifikasi keberhasilan, kelemahan, dan area
perbaikan yang mungkin diperlukan.

Keikutsertaan para pelaku UMKM dalam berpartisipasi dan terlibat
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang diterapkan oleh
dinas koperasi juga memiliki beberapa manfaat, yaitu:
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» Relevansi Kebijakan: Partisipasi UMKM memastikan kebijakan yang
dihasilkan lebih relevan dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

» Penerimaan yang Lebih Baik: Keterlibatan aktif memperkuat penerimaan
kebijakan di kalangan UMKM, menciptakan lingkungan yang mendukung
implementasi kebijakan dengan lebih baik.

» Optimalisasi Dampak Positif: Melalui partisipasi, pemilik UMKM dapat
membantu mengoptimalkan dampak positif kebijakan terhadap
pertumbuhan bisnis dan ekonomi lokal.

Pentingnya partisipasi dan keterlibatan ini bukan hanya sekadar formalitas,
melainkan merupakan langkah nyata untuk membangun kebijakan yang inklusif,
mendukung, dan berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan
melibatkan pemilik UMKM secara aktif, Dinas Koperasi dapat menciptakan
kebijakan yang lebih baik, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,
dan meningkatkan kesejahteraan seluruh komunitas UMKM.

Keterlibatan pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam
proses evaluasi kebijakan memberikan pandangan yang sangat berharga. Hasil
evaluasi menunjukkan bahwa umpan balik yang diberikan oleh pemilik UMKM
dapat menjadi petunjuk kunci terhadap dampak kebijakan terhadap kelangsungan
usaha. Dengan demikian, hasil evaluasi ini memberikan wawasan yang lebih dalam
tentang hubungan positif antara partisipasi dan keterlibatan pemilik Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan pelaksanaan kebijakan oleh Dinas Koperasi,
serta sejauh mana hal ini mencerminkan prinsip-prinsip Hukum Administrasi
Negara (HAN). Kesimpulan dari analisis ini menegaskan kebutuhan untuk terus
memperkuat mekanisme partisipasi dalam konteks perumusan dan implementasi
kebijakan, agar dapat mendukung prinsip-prinsip HAN dengan lebih efektif.

D. PENUTUP
1. Simpulan

Dalam menghadapi dinamika perekonomian yang semakin kompleks,
peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sangat penting dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial. Dalam konteks ini, Dinas
Koperasi memiliki peran strategis dalam merancang kebijakan dan program yang
memberdayakan serta melindungi UMKM. Evaluasi yang berfokus pada
pemenuhan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara (HAN) menjadi langkah
krusial untuk menilai sejauh mana kepatuhan terhadap prinsip HAN dalam
kebijakan dan program yang telah diimplementasikan.

Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Semarang memiliki beberapa program
kerja yang dijalankan dengan tujuan mewujudkan prinsip-prinsip HAN. Program-
program tersebut mencakup pendidikan dan latihan perkoperasian,
pemberdayaan UMKM, pengembangan UMKM, perencanaan dan pembangunan
industri, pengendalian izin usaha industri, dan pengelolaan sistem informasi
industri nasional.

Partisipasi dan keterlibatan pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) dalam tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan
memegang peranan penting dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan
kebijakan. Evaluasi menunjukkan bahwa forum dialog dan konsultasi antara
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Dinas Koperasi dan pemilik UMKM dapat meningkatkan partisipasi aktif, tetapi
diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan representasi yang adil dari
berbagai sektor UMKM.

Pemahaman yang lebih dalam terhadap tantangan yang dihadapi oleh
UMKM membantu memastikan penyesuaian kebijakan yang tepat waktu.
Meskipun partisipasi aktif pemilik UMKM dalam pelaksanaan dapat
meningkatkan kelangsungan kebijakan, keterlibatan yang lebih proaktif dalam
pemantauan dan pelaporan perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan hasil
kebijakan.

Evaluasi kebijakan oleh pemilik UMKM memberikan pandangan berharga
dan umpan balik yang menjadi kunci untuk memahami dampak kebijakan
terhadap kelangsungan usaha. Hal ini mencerminkan hubungan positif antara
partisipasi dan keterlibatan pemilik UMKM dengan implementasi kebijakan oleh
Dinas Koperasi.

2. Saran

1. Optimalkan Aspek HAN dalam Program.
Memastikan bahwa setiap program yang dijalankan oleh Diskop UMKM
Kabupaten Semarang memperhatikan aspek HAN dengan cermat.
Pengoptimalan aspek HAN dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi
program-program tersebut dapat meningkatkan kepatuhan terhadap
prinsip-prinsip administrasi negara.

2. Perkuat Peran Diskop UMKM.
Mengakui peran strategis Diskop UMKM di tingkat daerah dan memberikan
dukungan yang memadai. Menyadari bahwa sebagai bagian dari Dinas
Koperasi, Diskop UMKM memiliki tantangan tersendiri, namun perlu
mendapatkan perhatian yang cukup dalam membuat kebijakan.

3. Optimalkan Program Pemberdayaan.
Memastikan program pemberdayaan UMKM berfokus pada kebutuhan yang
relevan dan sesuai dengan prinsip HAN. Peningkatan kualitas SDM
pengusaha mikro melalui pendidikan dan latihan perlu terus ditingkatkan.

4. Peningkatan Proaktif dalam Pemantauan dan Pelaporan.
Mendorong pemilik UMKM untuk lebih proaktif dalam pemantauan dan
pelaporan implementasi kebijakan. Hal ini dapat dilakukan melalui
penyediaan insentif atau fasilitasi yang mendorong partisipasi aktif.

5. Pengembangan Pendidikan dan Informasi.
Mengembangkan program pendidikan dan penyediaan informasi kepada
pemilik UMKM. Hal ini dapat membantu mereka lebih memahami implikasi
kebijakan dan peran mereka dalam mendukung keberlanjutan usaha.

6. Evaluasi Terus-Menerus.
Melakukan evaluasi terus-menerus terhadap mekanisme partisipasi,
implementasi, dan pemantauan kebijakan. Hal ini membantu dalam
penyesuaian dan perbaikan berkelanjutan.
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